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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAMHUN 2003
TENTANG
FANAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATHA ESA

PRESIDEN REPUBLUCINDONESIA,

bahwa panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui,

berpolenst besar, yang dikuasai oleh negara dan  mempunyal

peranan peniing sebagal salah safu sumber energi pilithan dalam
keanekaragaman encrgl nasionial unluk wmenunjang pembangunan

. . 1
nastonal yang berkelanjutan demit terwnjudiya kesejahlteraan rakyat;
babwa pemanfaatan panas bunu velatif camah lingkungan, terutama
karena tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca, sehingga

perit didorong dan dipacu perwujudannya,

bahwa pemanfaatan panas bumi akan mengurangt ketergantungan
ferhadap bahan bakar minyak schingza dapat menghemat
cadangan minyak bumi,

Lahiva pe “atﬁ ran perundang-undangan yang sudah ada belum dapat
menampung . kebuluban perkembangan pengelolaan hulu sumber
daya panas bumi schingga undang~undang fentang panas bumi ini
dapat  tendorong | kegiatan  panas bumi  bagi kelangsungan
pemenuhban Rebuluhan energl nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, hucel ¢, dan huru! d, dan sebagal pelaksanaan
ketentuan Fasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undai‘lg Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk memberikan

landasan hukum Dbagi langkah-langkah pembaruan dan penataan

Ckemball penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

panas bumi, dipandang perlu mewbenfuk Undang-undang tentang
Panas Bumy, _
Mengingat : ...




Mengingat

Tolek DAL
Ll I A A O I L P T D S S i

-2 -

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

Undang-~Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1

MEMUTUSKAN

Menetapkan  ; UNDANG-UNDANG TENTANG PANAS BUMI,

.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

j

Panas Bumit adalah sumber energl panas yang terkandung di dalam

air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas

lainnya yang secara genetik setwuanya tidak dapat dipisahkan

dalam  suatv sistem Panas Bomit dan untuk. pemanfaatannya
diperlukan proses penambangan.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi,
atan swasta yang didirikan secsuai dengan Keterituan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap
dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Survel Fendahuluan adalzh kegiatan yang meliputi pengumpulan,
analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi
kondisi geologt, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan
fetak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja.

- 4, Eksplorasi ...
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Eksplorasi adalah rangkalan kegiatan yang meliputi penyelidikan
geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran
sumur eksplorasi  yang bert'ujuan untuk memperoleh dan
menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna

menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.

Studi  Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh
aspek yang Dberkaitan untuk menentukan kelayakan usaha

pertambangan Panas Bumui, iermasuk penyelidikan atau studi

jumlah&ca-dangan yang dapat dieksploitasi. ‘

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada sultu wilayah kerja
tertentu yang meliputi pengeborah sunmur pengembangan dan
sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi

produksi sumber daya Panas Bumi.

Usaha Pertambangan Fanas Bumi adalah usaha yang meliputi
kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksplottasi,

fzin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjuinya disebut IUP,
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Buml.
Wilayah Kerja Feriambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut
Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia adalah

seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.

Turan Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai
imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan
eksploitast pada suatu Wilayah Kerja.

luran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas

hasil yang diperoleh dari Usaha Pertambangan Panas Bumi,

13. Mineral ...
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13. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi
yang ditemukan dalam fluida dan/atau dihasilkan dalam jumlah

yang memadal pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi serta tidak

.

~memerlukan  penambangan dan  produksi secara kKhusus

sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.

14. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi
dan/atau fluida Fanas Bumi untuk keperluan nonhstrik, baik

untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan senditi.

15. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan

usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga °

listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan
sendiri,

16. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan
para menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas
Bumi.

18. Pemerintah Daerah adalal kepala daerah beserta perangkat daerah

otonom yang lain sebagat badan cksckutif daerah.

BAB I
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi menganut asas
manfaat, efisiensi, keadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam
pemanfaatan sumber dajm, keterjangkauan, berkelanjutan, percaya
dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan
keselamatan, kelestarian fungsi lingkungarn hidup, serta kepastian

hukum.

Pasal 3 ...




maeh
e e g
i

FREIGTIOEN
REPUBLIM INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi bertujuan:

a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan Panas Bumi
untuk  menunjang pembangunan  yang berkelanjutan serta

memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan

b, meningkatkan pendapatan negara dan  masyarakat untuk
mendoreng  pertumbuhan  perekonomian  nasional  demi

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,

BAB 111
PENGUASAAN PERTAMBANGAN PANAS BUMI

Pasal 4
(1) Panas Bumi sebagal sumber daya alam yang terkandung di dalam
- Wilayah  Hukum  Pertambangan Panas Bumi Indonesia
merupakan kekayaan nasional, yang dikuasai oleh negara dan
digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan Pertambangan Panas Bumi oleh negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

(3) Semua data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan
ketentuan dalam IUP merupakan data milik negara dan

pengaturan pemanfaaiannya dilakukan oleh Pemerintah.

BAB IV
KEWENANGAN FENGELOLAAN
PERTAMBANGAN PANAS BUMI
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah
Pasal 5
Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Panas

Bumi meliputi ;
a. pembuatan ...
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a. pembuatan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang

pertambangan Fanas Bumi;
b. pembuatan kebijakan nasional;

c. pembinaan pengusahaan dan peugawasan pertambangan Panas

Bumi pada wilayah lintas provinsi,

d. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi pada
wilayah lintas provinsi,

' e. pengelolaan informasi geologl dan potensi Panas Bumi;

.

f. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan

Panas Bumi nasional.,

Bagian Kedua

Kewenangau Pemerintah Dacrah

Paragraf 1

Kewenangan Provinsi

} Pasal 6

(I) Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan Panas
Bumi meliputi:
’ a. pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di
bidang pertamibangan Panas Bumi;
b. pembinaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan
Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
¢. pemberian izin dan pengawasan pertammbangan Panas Bumi
di wilayah lintas kabupaten/kota;
d. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di
wilayah lintas kabupaten/kota; ‘
e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan

cadangan Panas Bumi di provinsi.

(2) Kewenangan ...
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(2)  Kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Paragraft 2

-

Kewenangan Kabupaten/Kota

Pasal 7

(1) Kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan
Panas Bumi meliputi |
4. pembuatan perafuran perundang-undangan di daerah di
bidang pertambangan Panas Bumi di kabupaten/ kota;

b, pembinaan dan peﬁgawasan pertambangan Panas Bumi di
kabupaten/kota,

c. pemberian izin dan pengawasan pertambaﬁgzm Panas Bumi
di kabupaten/kota;

d. pengelolaan informasi gcologi dan potensi Panas Bumi di
kabupaten/kota; '

e. invéntarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan
cadangan Panas Bumi di kabupaten/ kota; |

f. pemberdayaan masyarakat di dalam ataupun di sekitar
Wilayah Ketja di kabupaten/kota.

(2) Kewenangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,. |
BAD V
- WILAYALI KERJA
Pasal 8
Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha diumum-

kan secara terbuka.
Pasal 9 ...
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Pasal 9

(1} Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai  dengan
kewenangan masing-masing *melakukan penawaran Wilayah
Ketja dengan cara lelang,

(2)  Batas dan luas Wilayah Kenja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ditetapkan oleh Pemerintah,

(3) Ketentuan mengenai pedoman, batas, koordinat, luas wilayah,
tata cara, dan syarat- syarat mengenai pcnawamn, prosedur,

penyiapan dokwmen lelang, dan pelaksanaan lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BADB VI
KEGIATAN OFE_RASIONAL DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu

Kegialan Qperasional

Pasal 10

(1) Kegiatan operasional Fanas Bumj meliputi:

Survel Pendahuluan;
b. Eksplorasi;
c. Studi Kelayakan;
d. Eksploitasi; dan
e. Pemanfaatan.

(2) Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah sesual  dengan
kewcnangan masing-masing melakukan Survei Pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Femerintah dapat menugasi pihak lain untuk melakukan Survei
Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

dilakukan oleh Pemcrintal-l.
(5) Eksplorasi ...
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Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d dilakukan
oleh Badan Usaha.

Pemanfaatan Langsung yang berkaitan dengan pemanfaatan

energi Panas Bumi diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemanfaatan tidak langsung yang berkaitan dengan pemanfaatan
energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik untuk
kepentingan umum atau kepentingan sendirt dilakukan sesuai
dengzin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di bidang ketenagalistrikan.

Bagian Kedua

Pengusahaan .

Tasal 11

Pcugusal-ladn sumber daya Panas Bumimeliput:

a. Eksplorasi,

b, Studi Kelayakan; dan

c. Eksploitasi,

Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud

paca ayat (1) dilakukan secara terpadu atau dalam satu kesatuan

atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara terpisah,

Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP

dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesual dengan

kewenangan masing-masing.

Pasal 12 ....
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asal 12

Dalam melaksanakan pengusahaan sumber daya Panas Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Yasal 11, Badan Usaha harus mengikuti

kaidah-kaidah keteknikan, kemampuan keuangan dan pengelolaan

yang sesuai dengan standar nasional, serta menjunjung tinggi etika

bisnis.

(1)

(1)

(2)

Pasal 13

Luas Wilayah Kerja uniuk Eksplorasi yang dépat diberikan
untuk satu 1UP Panas Bumi tidak boleh melebihi 200.000 (dua

ratus ribu} hektar.

Badan Usaha wajib wengewbalikan sccara bertahap sebagian
atau seluruhnya dart Wilayah Kerja kepada Pemerintah atau
Pemerintah Dacrah.

Ketentuan mengenai luas  Wilayah Kerja yang dapat
dipertahankan pada tahap Eksploitasi dan perubabhan Luas
Wilayah 1UP pada setiap tahapan Usaha Pertambangan Panas

Bumi diatur dengan peraturan pemerintah,

Bagian Ketiga
Eksplorasi dan Eksploitasi

‘asal 14

Pemegang 1UP wajib menyampaikan rencana jangka panjang
Eksplovasi dan  Eksploitasi kepada Menteri, Gubernur, dan
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-~masing
yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta

menyampaikan besarnya cadangan.

Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang Eksplorasi dan
Eksploitast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dari tahun ke fahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi. _
Bagian ...
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Bagian Keempat

Pemanfaalan Mincral Ikutan

Pasal 15

Pemanfaatan Mineral Ikutan yang terkandung dalam Panas Bumi
dapat dilakukan secara komersial oleh pemegang IUP atau pihak lain

sesual  dengan  kefentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

BAB VII
PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 16
(1) Kegiatan Usaha Fertambangan Panas Bumi dilaksanakan di

dalam Wilayah Hukum FPertambangan Panas Bumi Indonesia.

(2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan

bumi,

(3) Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tidak dapat
dilaksanakan di :

a. temipat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat
MU, sarana dan prasarana wmum, cagar alam, cagar
budaya, serta tanah milik masyamkét adat;

b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di
sekitarnya;

¢. bangunan berseja'fah dan sumbol-simbol negara;

. bangunan, rumah tinggal, atau pabr_ik. beserta tanah
pekarangan sekitarnya;

e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(4) Ketentuan ...
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(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari instansi Pemerintah,
persetujuan  masyarakat dan perseorangan yang berkaitan

dengan hal tersebut.

Pasal 17

(1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah
negara, atau kawasan hotan di dalam Wilayah Ketja, pemegang
IIP yang Dbersangkutan wajib tevlebib dahulu  mengadakan
penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas
tanah negara sesual dengan ketentuan peraturan. perundang-
undangan yang berlaku.

(2) FPenyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan.
secara musyawarall dan mufakal dengan cara jual beli, tukar-
menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk
penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di

atas tanah negara,

Fasal 18

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan pemegang IUP
untuk melaksanakan Usaha Perfambangan Panas Bumi di atas tanah
yang bersangkutan apabila:

a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dabulu memperlihatkan TUP
atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan
tempat kegiatan yang akan dilakukan;

b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyeiesaian
yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah -

di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

‘Pasal 19 ..,
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Pasal 19

Dalam hal pemegang IUP telah diberi Wilayah Kerja, terhadap
bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk
kegiatan usaha dan areal pengatnanannya, diberikan hak pakai
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan wajib memeclihara serta menjaga bidang tanah
terscbut.

Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi arcal yang luas di atas tanah negara,
bagian-~-bagian tanah yang belum digunakan untuk Kkegiatan
usaha dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas
dan tanggung jawabnya melipuli bidang agraria atau pertanahan
dengan  mengutamakan  masyarakat setempat  setelah

mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

asal 20

Penyelesaian penggunaan tanah hak dan tanah negara sebagaimana

(1

(2)

dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERIZINAN

asal 21
IUP dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota
sesual dengan kewenangan masing-masing.
tUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat
ketentuan sekurang-kurangnya;
a. nama penyelenggara;

b. jenis usaha yang diberikan;

c.jangka ...
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jangka waktu berlakunya 1zin;

hak dan kewajiban pemegang izin usaha;

o o

Wilayah Kerja; dan

1]

f. tahap pengembalian Wilayah Kerja.

Setiap IUP yang telah diberikan wajib digunakan sesuai dengan

.perurltukannya sebagaimana dimaksud dalam Fasal 11 ayat (1)

dan ayat (2).
IUP dapat dialifikan kepada Badan Usaha ‘afiliasi dengan

persetujuan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 22

Jangka waktu IUP terdiri atas:

~ a. jangka waktu Eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun

sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2
{(dua) kali masing~-masing selama 1 (satu) tahun;

b, Jangka waktu Studi Kelayakan berlaku paling lama 2 (dua)
tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir;

c. jangka waktu Eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) -
tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir dan dapat
diperpanjang.

Pemegang I1UP dapat mengajukan perpanjaﬁgan waktu izin

Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ kepada

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangan masing-masing paling cepat 5 (lima) tahun dan

paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin Eksploitasi berakhir.

Dalam hal tidak melaksanakan kegiatan Eksploitasi dalam jangka
wakiu paling lama 2 (dua) tatun sejak jangka waktu Eksplorasi
berakhir, pemegang [UP wajib mengetubalikan seluruh Wilayah

Kerjanya.,

Pasal 23 ...
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Pasal 23

1UP berakhir karena:

(1)

(2)

(1)

(2)

habis masa berlakunya;
dikembalikan;
cdibataikan; atau

dicabut,

Pasal 24
Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan
pernyataan  tertulis  kepada  Menteri, Gubernur, dan
Bupati/Walikota sesual dengan kewenangan Imasing-masing

disertai alasan yang jelas.

Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, Gubernur, dan

Bupati/Walikota sesual dengan kewenangan masing~masing.

Pasal 25
Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangan masing-masing dapat mencabut IUP apabila
pemegang 1UP
a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu pefsyaratan yang
tercantum dalam IUP; atau
b. tidak memenuhi persyaratan yang difetapkan berdasarkan
undang-~undang ini,
Sebelum melaksanakan pencabufﬂn IUP schagaimana dimaksud
pada ayal (1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai
dengan  kewenangan  masing-masing  terlebih  dahulu
memberikan kesempatan selama jangka waktu 6 (enam) bulan
pada pemegang IUP untuk memenuhi persyaratan yang

ditetapkan.

Pasal 26...
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Pasal 26

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir

dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan

perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

(1)

(2)

(3)

Pasal 27

Dalam hal TUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 25, pemegang [UP wajib memenuhi dan
menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap telah dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari
Mentert, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesual dengan

kewenangan masing~masing.

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangan masing-masing menetapkan persetujuan
pengakhiran [UP setelah pemegang JUP melaksanakan
pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah
Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

PERTAMBANGAN PANAS BUM!I

Bagian Kesatu

Hak Pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bunu

Pasal 28

Pemegang IUF berhak :

a.

melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa

Eksplorasi, Studi Kelayvakan, dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya;

b. menggunakan ...
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Y. menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) selama jangka waktu berlakunya IUP di Wilayah

Kerjanya,
¢. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan

beraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang lzin Usaha

Pertambangan Panas Bumi
Pasal 29

Pemegang IUP wajib:

a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di
bidang  keselamatan dan  kesehatan Le*rJa, perlindungan
lingkungan, serla memenuhi standar yang berlaku,

b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan
hidup dan melakukan reklamasi;

¢. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan
bersaing;

d. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahiuan dan teknologi Panas Bumi;

e. memberikan  dukungan tethadap  kegiatan penciptaan,
pengembangan kompetensl @aﬂffﬁ%mﬁmg@h gurmber daya manusia
di bidang Panas Buml iy

f. melaksanakan progran pengembangan  gdan  pemberdayaan
masyarakat setempat; |

& memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan
pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambarigan Panas Bumi kepada

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan

kKewenangan masing-masing.
BAB X..




(1)

(2)

(4)
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BAB X
PENERIMAAN NEGARA

Pasal 30

Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak

dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdirt atas;

a. pajak;

b, bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor,

c. pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdirt atas: '

a. pungutan negara berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi serta
pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. bonus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tarif Penerimaan

Negara Bukan Fajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan peraturan pemerintah,

Penerimaan negara berupa pajak dan Pencerimaan Negara Bukan

Pajak merupakan penerimaan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah yang pembagiannya sebagai berikut,

a. Penerimaan negara berupa pajak, pembagiannya ditetapkan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku;

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari- luran
Tetap dan Iuran Produksi, pembagiannya ditetapkan detigan
perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan

80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
(6) Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

1

(6) Bagian Pemerintah Daerah s:ebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b dibagi dengan perincian sebagai berikut;
a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% {enam belas persen);
b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua
persen);
¢. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

sebesar 32% (tiga puluh dua persen).

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Tanggung jawab pembinaan dan pengawasan atas pekerjaan dan
pelaksanaan kegiatan wusaha terhadap ditaatinya ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada
Mentert, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

(2) Gubernur dan Bupali/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan
penyelenggaraan  Usaha Fe.rtambangan Panas Bumi di
wilayahnya masing-masing setiap 6 (enam) bulan sekali kepada

Pemerintah.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 31

meliputi:

a. Eksplorast;

b. Eksploitasi,

C. kél.:al'lgam

d. pengolahan data Panas Bumi;

e. konservasi bahan galian;,

f. kesclamatan dan kesehatan kerja,

g. pengelolaan ...
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- g. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;
h. pemanfaatan barang, jasa, {cknologl, serta kemampuan rekayasa dan
rancang bangun dalam negeri,
1. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
J. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
k. penguasaan, pengembangan, dan  penerapan  teknologi
pertambangan Panas Bumi;
I, kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Fertambangan Panas Bumi
- sepanjang menyangkut kepenfingan umumn;
m, pengeloléan Panas Bumi;-

n. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenal pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan

peraturan pemerintah,

BAB X1I
PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Selain Fenyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat
’ Pegawal Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi keglatan Usaha Pertambangan Panas Bumi
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi,

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berwenang:

a. melakukan ...
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melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana
dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas Burui;

melakukan pemeriksaan terhadalp orang atau badan yang
diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha
Pertambangan Panas Bumd, !

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi
atay tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan Usaha
Pertambangan Panas Bumi;

menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan
untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha
Pertambangan Fanas Bumi;

melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan
Usaha Pertambangan Panas Bumi  dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk-
melakukan tindak pidana;

menyegel  dan/atau menyita  alat - kegiatan  Usaha

Pertathbangan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan

- tindak pidana sebagal alat bukti;

mendataﬂgkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan-
nya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam
kegielztan Usaha Pertambangan Panas Bumi; atau

menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam

kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.

Fenyidik Pegawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana

kepada Pejabat Polist Negara Republik Indonesta sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik ...
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghenti-
kan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau
peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

(&) Pelaksanaan kewenangan sehagaimana. dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas
Bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
" paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp 50.000.000.000,00 (lima pululi miliar rupiah),

Pasal 36

Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya
tanpa menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, atau
huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan.

Pasal 37 ...
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Pasal 37

Setiap orang yang lmengganggu atau merintangi kegiatan Usaha
Pertambangan Panas Bumi dari pemegang IUP sehingza pemegang
IUP terhambat dalam melaksanakan kegiatan Usaha Fertambangan
Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan

pidana kurungan paling lama & (enam) bulan atau denda paling

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 38

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Fasal 35 adalah

kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Fasal 36 dan Pasal

37 acalah pelanggaran.

Pasal 39

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal
36, dan Pasal 37 dilakukan oleh Badan Usaha, ancaman pidana denda
yang dijatuhkan kepada Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3
(sepertiga) dari pidana denda.

Pasal 40

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,

pelaku tindak pidana dapat dijatuhi }'Ji('I;L?la tambahan berupa:

a. perampasan ..,
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a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak
pidana; '
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB X1V
KETENTUAN PERALIEIAN

Pasal 41

Pada saat undang-undang ini berlaku, semua kontrak kerja sama
pengusahaan - sumber daya Panas Bumi yang telah ada sebelum
berlakuniya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampal

berakhirnya masa kontrak.

Pasal 42

Pada saat undang undang ini berlaku pembinaan dan pengawasan

! ’ ) 1 F!- ‘{ ’ v
4 ﬁ*‘ﬁ A -ﬁ'*ﬁ‘ 1-1‘ t'g‘rqﬁtadap w p‘e]akszmaan kontrak kerja sama pengusahaan

L
S E peltambangan Panas Bumi yang ditandatangani sebelum berlakunya

* u nddng undang ini dialihkan kepada Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

FPasal 43

Dengan  berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan yang

bertentangan dengan undang-~undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ..,
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Agar seliap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWAT! SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWOQO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

ekretaris Kabinet
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FENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2003
TENTANG
PANAS BUMI

UMUM

"anas Buwmil merupakan sumber energl panas yang terbentuk secara alami di bawah
permukaan bumi. Sumber energl tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air
bersama unsur-unsur lain yang dikandung Panas Bumi yang tersimpan di dalam kerak
bumi. Untuk pemanfaatannya, perlu dilakukan kegiatan penambangan berupa
eksplorasi dan eksploitasi guna mentransler energi panas tersebut ke permukaan dalam
wujud uap panas, air panas, atau campuran uap dan air serfa unsur-unsur lain yang
dikandung Panas Bumi. Pada prinsipnya dalam kegiatan Panas Bumi yang ditarabang
aclalah air panas dan uap aiv, |

Sumber daya Panas Bumi ramah lingkungan karena unsur-unsur yang berasosiasi
dengan energi panas tidak membawa dampak lingkungan atau berada dalam batas
ketentuan yang berlaku. Fanas Bumi merupakan sumber energl panas dengan cirl
terbarukan karena proses pembentukannya ierus-menerus sepanjang masa selama
kondisi lingkungannya dapat ferjaga keseimbarigannya.

Indonesia memiliki potensi sumber daya Panas Bumi yang besar dibandingkan dengan
potensi Panas Bumi dunia. Namun, hingga saat ini Panas Bumi tersebut masih belum
dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya sebagal salah satu energi pilihan
pengganti  bahan bakar minyak,

Mengingat sifat sumber energt Panas Bumi tidak dapat dickspor, pén-lanfaatannya
terutama  difujukan  untuk  mencukupi kebutuhan energl domestik yang dapat
memberikan nilat tambah  dalam rangka optinm]isaéi pemanfaatan aneka ragam
sumber energl di Indonesia. Dengan demikian, pemanfaaian Panas Bumi dapat turut

menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

Penyelenggaraan ...
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Fenyelenggaraan kegialan Panas Bumi sesual dengan amanat dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikuasai oleh negara dan di'tujukan

untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,

Fotensi Panas Bumi tersebar di sepanjang lintasan gu.nurig apl di seluruh Indonesia.
Dengan kata lain, sumber daya Panas Bumi hanya terdapat pada daerah tertentu, di
pegunungan-pegunungan yang lokasinya merupakan daerah terpencil sehingga
dibutubkan pembangunan prasarana penunjang mnfrasfrukiur yang memadai. Karena
kekhususan lokast tersebut danlpotensi serta manfaat yang sangat besar di Indonesia
untuk dikembangkan sebagai energi pilihan bagl peningkatan kesejahterazin rakyat,
penyelenggaraan aset negara berupa Panas Bumi ini perlu diatur dengan suatu

undang-undang secara khusus.

Untuk mencapai maksud tersebut, kegiatan pengusahaan Panas Bumi pada sisi hulu
yang merupakan kegiatan padat modal dan padat teknologi diatur dalam undang-
undang ini, scdangkan kegiatan pada sisi hilir yang berkaitan dengan pemanfaatannya
aiatur tersendirt atau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
hal menyangkut pemanfaatan Panas Bui secara tidak langsung untuk pembangkitan
tenaga listrik, pengaturannya dilakukan scsuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang ketenagalistrikan. Selain itu, sebagal salah. satu peraturan
perundang-undangan yang mengatur pengusahaan sumber daya alam, semangat yang
terkandung dalam undang-undang ini sangat erat hubungannya dengan undang-
undang mengerai pemerintahan daerah, serfa undang-undang mengenal perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dtharapkan undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum kepada pelaku

sektor Panas Bumi secara seimbang dan tidak diskciminatif,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3 ...
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Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukuyp jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) .
Semua data dan informasi yang diperoleh Badan Usaha sesual dengan IUP

dalam sctiap kegiatan operasional Panas Bumi hanya boleh digunakan untuk
kepentingannya sesuai dengan IP. Qleh karena itu, data dan informasi tidak
boleh dimiliki, disimpan, dan/atau diserahkan serta dialihkan kepada pihak
lain tanpa izin Pemerintah. Semua data dan informasi harus diserahkan
kepada negara melalui Pemerintah scgera setelah data dan  informasi
diperoleh, Data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah
dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha tidak dapat dibuka secara

langsung kepada umum untuk melindungi kepentingan investasinya.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Pembuatan kebijakan nasional, antara lain, meliputi:

1) pembua[dn dd_n pgnet:

“h ok ok s o b . ¥ R TR
b £ : o ST ATRR LR s
, 1’3 # 2) }a&?ﬂﬂhﬁifﬁﬁ@%&l S HEta wanisistelin pe izl an pert m.ban-‘g_ H Pa‘n‘_-g:'!.%i,&m]ﬁ;_
& ’ ’ . S .. : " i J
_q?i?~ asronal - : ER ' P
q . . .
b 3) penetapan kebiiakan pemanfaatan dan konservasi; I

i4). penetapun ]\Lbl]dkan kerja sama dan kemitraan;

'5) penstapan kutcma kawasan pertambangan Panas Bunil,
6) perumusan dan penetapan tarif hiran Tetap dan luran Produlkst.
Huruf ¢ |
Cukup jelas
| Hurufd ...
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Huruf d
Cukup,jelas
Huruf e
Cukup jelas
Fluruf f

Cukup jelas

e

"asal 6
Ayat (1)
Hurut a _
Peribuatan  peraturan perundanz-undangan di  daerah, antara lain
peuetapan Kerja sama dan kemitrean di bidang pertambangan Panas
Bunu di provinsi. |
Huraf b *
Cukup jelas
Huruf ¢ ‘
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Fembuatan peraturan perundang-undangan di daerah, antara lain
penetapan kerja sama dan kemifraan di bidang pertambangan Panas
Bumi di kabupaten/kofta,
Huruf b

Cukup jelas

Hurufc ...
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Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf f

Cukﬁp jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal &
Cukup jelas
Fasal ©
Ayat (1) _
Proses lelang dalam ketentuan inl memiliki tahap, antara lain, penjelasan
lelang, pengecekan data survei pendahuluan, pengambilan data, jangka waktu
pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, klarifikasi terhadap penawaran,
kesepakatan kerahasiaan, serfa pengumuman dan penunjukan pemenang
lelang. |
Ayat (2)
Penentuan batas dan luas Wilayah Kerja ditelapkan berdasarkan titik koordinat
dalam peta lokasi Wilayah Kerja ataupun di lapangan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kegiatan secara terpadu adalah kegiatan yang meliputi .
Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi dilakukan oleh Badan Usaha,
sedangkan yang dimaksud dengan kegiaian secara terpisah adalah dalam hal
Eksplorasi dilakukan oleh Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Penyampaian rencana kegiatan jangka panjang bersifat memberikan informasi
dimaksudkan untuk menyelaraskannya dengan program pembangunan jangka
panjang Pemerintah atau Pemerintah Daeral, termasuk menginventarisasi jumlah
investasi. Fenyampaian rencana keglatan bukan untuk mendapatkan persetujuan
Pemeriniah atau Penmierintah Daerah. '

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Huruf a
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “tempat umum, sarana dan
prasarana umom” adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah, untuk .
kepentingan masyarakat luas dan mempunyai fungst sosial, seperti jalan,
pasar, tempat pemakaman, taman, dan tempat ibadah,
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jeias

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1} _
Mengingat hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah,
pemegang IUP tidak serta-merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang
tanah di dalam Wilayah Kerja, Apabila pemegang IUP akan' menggunakan
langsung bidang-bidang tanah dimaksud, hak pakai tersebut harus diproses

sesual dengan kelentuan peraturan perundang~undangan yang beriaku,

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20 ...
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Fasal 20

Cukup jelas

asal 21
Ayat (1}
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Badan Usaha afiliast pada ayat ini adalah Badan Usaha

yang secara langsung mengendalikan atau memiliki 25% (dua puluh lima
persen) saham atau lebih yang mempunyai hak suara di Badan Usaha

Pemiegang [UF semula.

Pasal 22

Cukup jelas

Fasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Fasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29 ..
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Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas

HMuruf b _ _ |
Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (3).

Huruf ¢ _
Penggunaan sumber daya dalam negeri harus diutamakan dan dimanfaatkan
secara maksimal.,

Hurufd ~
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas | Ly __

Huruf f |
Sesuai dengan maksud dan tujuan pemanfaatan - sumber daya alam di
Indonesia, Usaha Pertambangan Panas Bumi harus mendatangkan manfaat
pada masyarakat dan lingkungan di tempat kegiatan itu berada sehingga
masyarakat sekitar mempunyai rasa “kepemilikan” dan mendukung kegiatan
usaha tersebut. |

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas |
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan pungutan lain atas cukai, misalnya bea materai,
Yang dimaksud dengan pungutan lain atas impor, misalnya Pajak

Pertambahan Nilai Batang Mewah.

Hurufc.,..
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Ituruf ¢
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pungutan negara lainnya, misalnya jasa
pendidikan dan pelatihan, dan jasa penelitian dan pengembangan.
Huruf b
Cukupjeias
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayal (5)
" Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Fasal 33 '
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37 o
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Pasal 37
Yang dimaksud dengan “mengganggu atau merintangi Usaha Pertambangan

“Panas Bumi” adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.
Pasal 38

Cukup jelas

Fasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
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